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Deskripsi Singkat MK

Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Adalah Seperangkat Aturan Yang Mengatur Tentang Tindakan Seseorang/Pribadi Maupun Badan Hukum
Yang Mempertahakan Hak-Hak Dan Cara Untuk Mempertahankan Dan Menegakan Hukum Administrasi Negara Di Muka Peradilan Tata Usaha
Negara.

Materi Pembelajaran/
Pokok Bahasan

Menjelaskan Mengenai Pengertiaon Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Asas-Asas Beracara Di PTUN, Kompetensi PTUN, Objek
Sengketa TUN, Subjek Sengketa TUN, Sumber Kewenangan Badan, Upaya Administrative, Komptensi TUN, Pengertian Gugatan, Surat Kuasa, Bentuk
Gugatan Dan Tuntutan Di PTUN, Alasan Mengajukan Gugatan, Syarat-Syarat Surat Gugatan, Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Alamat
Mengajukan Gugatan Dan Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Bagi Yang Wilayahnya Lebih Luas Laut Dari Daratan Dan Tuntutan Pada Gugatan,
Rapat Permusyawaratan (Prosedur Dismisal) Dan Pemeriksaan Persiapan, Pemeriksaan Dengan Acara Biasa, Pemeriksaan Dengan Acara Singkat Dan
Cepat, Putusan Pengadilan Upaya Hukum, Pelaksanaan Putusan Dan Eksekusi
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Media Pembelajaran

White board, spidol Pengeras Suara, Laptop,LCD dan multi media class equip ment

Team Teaching
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Matakuliah Prasyarat

Minggu Ke- Kemampuan Akhir yang Indikator Materi Pembelajaran Metode Pembelajaran Kriteria, Bentuk dan Bobot

diharapkan (Sub-CP MK) Penilaian

1 Mahasiswa Mampu |1.  1.Rencanana Pengantar Mk 1. Ceramah 1. Test
Mengetahui, Mengerti, Dan Perkuliahan Semester 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Memahami Tentang [2. Kontrak Mata Kuliah 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Pengertian Hukum Acara |3. Pengantar Mk 4. Membuat Makalah
PTUN

2 Mahasiswa Mampu (1. Pengertian Negara | Pengertion Negara Hukum, | 1. Ceramah 1. Test
Mengetahui, Mengerti, Dan Hukum Kekuasaan Kehakiman Di | 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Memahami Tentang [2. Negara Hukum | Indonesia 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Pengertian Negara Hukum, Indonesia 4. Membuat Makalah
Kekuasaan Kehakiman Di [3. Kekuasaan Kehakiman
Indonesia Di Indonesia

3 Mahasiswa Mampu |1.  Pengertian Peradilan | Peradilon Dan Pengadilan 1. Ceramah 1. Test
Mengetahui, Mengerti, Dan Dan Pengadilan. 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Memahami Tentang [2. Eksistensi Di Bentuknya 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Pengertian Peradilan Dan PTUN Di Indonesia. 4. Membuat Makalah
Pengadilan, Eksistensi Di {3. Kedudukan Dan
Bentuknya PTUN Di Susunan PTUN.
Indonesia, Kedudukan Dan (4. Pembinaan Peradilan
Susunan PTUN Dan
Pembinaan Peradilan

4 Mahasiswa Mampu | 1.  Asas-Asas Hukum Acara | Asas-Asas Beracara Di | 1. Ceramah 1. Test
Mengetahui, Mengerti, Dan Secara Umum PTUN 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Memahami Tentang Asas- | 2. Asas-Asas Umum 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Asas Hukum Acara Secara Peradilan Yang Baik 4. Membuat Makalah
Umum, Asas-Asas Umum Menurut Konsep Mari
Peradilan Yang Baik | 3. Asas-Asas Beracara Di
Menurut Konsep Mari Dan PTUN
Asas-Asas  Beracara  Di
PTUN

5-6 Mahasiswa Mampu |[1.  Kompetensi PTUN Kompetensi PTUN, Objek | 1. Ceramah 1. Test
Mengetahui, Mengerti, Dan |2. Objek Sengketa TUN Sengketa TUN, Subjek | 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Memahami Tentang [3. Subjek Sengketa TUN Sengketa TUN, Dan Sumber | 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Kompetensi PTUN, Objek (4. Sumber Kewenangan | Kewenangan Badan 4. Membuat Makalah
Sengketa TUN, Subjek Badan
Sengketa TUN Dan Sumber
Kewenangan Badan

7 Mahasiswa Mampu |1.  Upaya Administrative Upaya Administrative Dan 1. Ceramah 1. Test
Mengetahui, Mengerti, Dan |2. Komptensi TUN Komptensi TUN 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Memahami Tentang Upaya 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Administrative 4. Membuat Makalah
Dan Komptensi TUN

8 Ujian Tengah Semester

9-10 Mahasiswa Mampu | 1. Pengertion Gugatan | Pengertian Gugatan, Surat | 1. Ceramah [ 1. Test




Mengetahui, Mengerti, Dan | 2. Surat Kuasa Kuasa, Bentuk Gugatan | 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Memahami Tentang | 3. Bentuk Gugatan Dan | Dan Tuntutan Di PTUN, | 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Pengertian Gugatan, Surat Tuntutan Di PTUN Alasan Mengajukan 4. Membuat Makalah
Kuasa, Bentuk Gugatan | 4. Alasan  Mengajukan | Gugatan, Syarat-Syarat
Dan Tuntutan Di PTUN, Gugatan Surat Gugatan, Tenggang
Alasan Mengajukan | 5. Syarat-Syarat  Surat | Waktu Mengajukan
Gugatan, Syarat-Syarat Gugatan Gugatan, Alomat
Surat Gugatan, Tenggong | 6. Tenggang Waktu | Mengajukan Gugatan Dan
Waktu Mengajukan Mengajukan Gugatan | Tenggang Waktu
Gugatan, Alomat | 7. Alomat Mengajukan | Mengajukan Gugatan Bagi
Mengajukan Gugatan, Gugatan Yang Wilayahnya Lebih
Tenggang Waktu | 8. Tenggang Waktu | Luas Laut Dari Daratan
Mengajukan Gugatan Bagi Mengajukan Gugatan | Dantuntutan Pada
Yang Wilayahnya Lebih Bagi Yang Wilayahnya | Gugatan
Luas Laut Dari Daratan Lebih Luas Laut Dari
Dantuntutan Pada Daratan.
Gugatan 9. Tuntutaon Pd Gugatan
1-15 Mahasiswa Mampu | 1.  Rapat Rapat Permusyawaratan | 1. Ceramah 1. Test

Mengetahui, Mengerti, Dan Permusyawaratan (Prosedur Dismisal) Dan | 2. Tanya Jawab 2. Uraian
Memahami Tentang Rapat (Prosedur Dismisal) | Pemeriksaan Persiapan, | 3. Diskusi 3. Membuat Resume
Permusyawaratan Dan Pemeriksaan | Pemeriksaan Dengan Acara 4. Membuat Makalah
(Prosedur Dismisal) Dan Persiapan Biasa, Pemeriksaan Dengan
Pemeriksaan Persiapan, | 2. Pemeriksaan Dengan | Acara Singkat Dan Cepat,
Pemeriksaan Dengan Acara Acara Biasa Putusan Pengadilan Upaya
Biasa, Pemeriksaan Dengan | 3. Pemeriksaan Dengan | Hukum, Pelaksanaan
Acara Singkat Dan Cepat, Acara Singkat Dan | Putusan Dan Eksekusi
Putusan Pengadilan Upaya Cepat
Hukum, Pelaksanaan | 4. Putusan Pengadilan
Putusan Dan Eksekusi 5. Upaya Hukum

6. Pelaksanaan Putusan

7. Eksekusi
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Ujian Akhir Semester




